
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2011 

TENTANG 
TRANSFER DANA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa kegiatan transfer dana di Indonesia telah 

menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, 
jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang 
digunakan; 

  b. bahwa seiring dengan peningkatan transaksi 
perkembangan media transfer dana dan permasalahan 
yang terjadi, diperlukan pengaturan yang menjamin 
keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta 
memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam 
penyelenggaraan kegiatan transfer dana;  

  c. bahwa penyelenggaraan transfer dana yang aman, lancar, 
dan memberikan kepastian bagi pihak terkait diharapkan 
dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran 
nasional; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Transfer Dana;  

 
Mengingat  : 1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23D Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

 

3.  Undang-Undang . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 - 2 -

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4962); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  

  5.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5164); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG  TENTANG  TRANSFER DANA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 
Definisi 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai 
dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan 
memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang 
disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan 
diterimanya Dana oleh Penerima. 
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2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan 
hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan 
kegiatan Transfer Dana. 

3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.  

4. Dana adalah: 

a.  uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada 
Penyelenggara Penerima;  

b.  uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada 
Penyelenggara Penerima;  

c.  uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara 
Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;  

d.  uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada 
Penyelenggara Penerima Akhir; 

e.  uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara 
Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan 
Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada 
Penyelenggara tersebut; dan/atau 

f.  fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang 
diberikan Penyelenggara kepada Pengirim. 

5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat 
dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk 
membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 

6. Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara 
Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang 
menerbitkan Perintah Transfer Dana. 

7. Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali 
mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 

8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim 
Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan 
Perintah Transfer Dana. 

9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang 
menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal 
untuk membayarkan atau memerintahkan kepada 
Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana 
tertentu kepada Penerima. 
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10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim 
Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara 
Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, 
termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang 
menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran 
antar-Penyelenggara. 

11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima 
selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara 
Penerima Akhir. 

12. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang 
melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil 
transfer kepada Penerima. 

13. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam 
Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil 
transfer. 

14. Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk 
memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer 
Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar 
dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana 
dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak. 

15. Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara 
Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk 
melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana 
yang diterima. 

16. Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal 
tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan 
Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. 

17. Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat 
Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana 
yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. 

18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, 
rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang 
dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, 
yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka 
pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening 
antarkantor Penyelenggara yang sama. 
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19. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk 
memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan 
sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan 
peraturan. 

20. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat 
dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara 
Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana 
tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit 
agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 

21. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer 
Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan 
semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang 
menerbitkan Perintah Transfer Debit. 

22. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir 
Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali 
menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada 
Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang 
sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. 

23. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai 
kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu 
kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui 
Penyelenggara Pembayar Transfer Debit. 

24. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau 
Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah 
Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit 
dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang 
menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk 
kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan 
Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk 
membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada 
Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk 
dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 

25. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah 
Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau 
Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan 
Perintah Transfer Debit. 
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